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No. SK : Kabupaten Purbalingga

Per syar atan

cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan

3. Foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan

aslinya oleh petugas loket
4. Penetapan Loaksi atau Surat ljin Penunjukkan Penggunaan Tanah
5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak/surat pernyataan dari pengelola aset

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan
penyerahan bukti SSB (BPHTB)

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai
7. Melampirkan bukti SPP/PPh sesuai dengan ketentuan

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy

identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan

Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket

> wWN

Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan

6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 13 Nov 2024 pukul 00:47. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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. 38 hari untuk : Kabupaten Purbalingga

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000m (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)
* 57 hari untuk :

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000m s.d. 150.000m

* 97 hari untuk :

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000m

Catatan :

Instansi Pemerintah meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah

Desa

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan
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Kabupaten Purbalingga
- Web www.lapor.go.id

- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kab Purbalingga
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